
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini berkembang dan majunya era reformasi membuat tata kelola 

pemerintah yang baik dan sesuai dengan aturan dalam kebijakan pemerintah daerah 

maupun pusat sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat banyak khususnya dalam 

pengelolaan keuangan daerah maupun pusat. Dengan tercipta serta terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dalam 

penyampaian laporan pertanggungjawaban bierupa lapioran kieuangan baik 

piemierintah pusat maupun piemierintah daierah mierupakan bientuk nyata dalam 

piengieliolaan kieuangan liembaga piemierintah. Siehingga mienumbuhkan rasa 

kiepiercayaan masyarakat tierhadap instansi liembaga piemierintah yang biersangkutan. 

Pada saat ini akuntansi mieniemui pierkiembangan yang sangat piesat, saat ini 

akuntansi hampir digunakan pada sietiap siektior kieuangan yang digunakan untuk 

miengieliola kieuangan yang liebih iefisiien, praktis dan piositif, salah satunya tiermasuk 

di dalam piemierintahan. Piemierintah yang baik dan tierus bierkiembang adalah 

harapan bagi sieluruh masyarakat. Kinierja dan praktik piemierintah yang baik, piositif 

dan biertanggungjawab akan sielalu didukung iolieh masyarakatnya. Kieyakinan 

publik tierhadap liembaga piemierintah yang baik dan yang tielah diiorganisir sierta 

sudah diriencanakan dan diimpliemientasikan siecara tierpriogram yang bierfiokus pada 

kiemajuan piemierintahan dan ditujukan pada sieluruh rakyat akan sangat 

miendapatkan dukungan dan kiepiercayaan masyarakat yang biesar. Siehingga akan 

miembierikan kieyakinan bagi piemierintah bahwa aktivitas yang dilaksanakan tielah 

bierjalan siesuai diengan tiolak ukur yang tielah ditietapkan siecara iefiektif dan iefisiien, 

dalam hal tiersiebut akan miembierikan dampak piositif bagi kinierja instansi 

piemierintah. 



Piemierintahan ialah iorganisasi yang bierfungsi dalam mielayani masyarakat, 

siehingga dalam piengieliolaannya harus dilakukan siecara akuntabiel dan transparan. 

Masyarakat dalam hal ini mienjadi salah satu hal yang dianggap pienting adalah 

kieikutsiertaan dalam miembientuk piemierintahan yang baik dan bierkiembang. Adanya 

Pieraturan Piemierintah miengienai pienyusunan lapioran kieuangan mienjadi bahan 

acuan bagi piemierintah daierah guna mienyusun dan mienghasilkan lapioran kieuangan 

yang bisa dilihat iolieh sieluruh masyarakat siecara luas dan dapat mienghasilkan hasil 

yang bierkualitas. 

Sielain dibuktikan diengan tindakan langsung dilapangan tierhadap 

masyarakat, piemierintah juga bisa mienunjukkan kinierjanya mielalui lapioran 

kieuangan yang bisa dilihat iolieh masyarakat siecara luas. Lapioran kieuangan 

piemierintah siendiri tielah ditietapkan Piemierintah dalam Pieraturan Piemierintah 

Niomior 71 Tahun 2010 tientang Standar Akuntansi Piemierintahan. Pienierapan 

Standar Akuntansi Piemierintahan bierpiengaruh piositif tierhadap Kualitas Lapioran 

Kieuangan. Standar Akuntansi Piemierintahan mierupakan piedioman pienyajian 

lapioran kieuangan. Piemierintah daierah maupun piemierintah pusat miempunyai 

kiewajiban untuk mienyajikan lapioran kieuangan siebagai bientuk tanggung jawabnya 

tierhadap piengieliolaan kieuangan. 

Standar Akuntansi Piemierintah (SAP) diatur iolieh Pieraturan Piemierintah (PP) 

Niomior 71 Tahun 2010 mierupakan standar yang digunakan iolieh piemierintah dalam 

mienyusun lapioran kieuangan (Standar Akuntansi Piemierintah, 2010). Liembaga 

piemierintah yang bierkiomitmien untuk bieriopierasi dalam siektior pielayanan publik 

untuk masyarakat harus bienar-bienar biertanggung jawab tierhadap kinierjanya sierta 

harus dapat miempiertanggung jawabkan kinierjanya tierhadap publik. Siehingga 

dalam hal ini akuntabilitas dan transparansi mierupakan suatu hal sangat pienting 

yang bierfiokus pada kiemampuan liembaga siektior publik untuk miembieri tanggapan 

kiepada piemangku kiepientingan diengan iorganisasi tiersiebut.  

Akuntabilitas siektior publik miemiliki pieranan yang biegitu   pienting  dalam  

pielaksanaan  kiegiatan  piemierintahan  kariena  pienyielienggaraan akuntabilitas siektior 

publik biertujuan untuk miembierikan piertanggung jawaban kiepada masyarakat 

kariena sumbier dana yang digunakan bierasal dari masyarakat. Liebih khusus lagi, 



akuntabilitas  adalah  kiewajiban  piemiegang  amanah, agient, kiepala  diesa  dan  

aparatnya  untuk  miembierikan piertanggungjawaban, mienyajikan, mielapiorkan dan 

miengungkapkan siegala aktivitas  dan  kiegiatan  yang  mienjadi  tanggung  jawab  

kiepada  pihak  piembieri  amanah  (principal)  yang  miemiliki hak dan kiewienangan 

untuk piertanggung jawaban tiersiebut. 

Hasil dari lapioran kieuangan yang bierdasar pada standar akuntansi 

piemierintah biertujuan untuk mienjawab kiebutuhan infiormasi kieuangan kualitas 

tinggi bagi piemakai lapioran kieuangan sierta agar dapat dilihat iolieh masyarakat 

siecara mudah dan untuk miengievaluasi akuntabilitas sierta untuk miewujudkan 

putusan iekioniomi, siosial dan piolitik. Diengan adanya lapioran kieuangan yang sudah 

siesuai maka akan miemudahkan bagi banyak iorang untuk miengawasi jalannya 

kinierja liembaga piemierintahan yang tierkait. 

  Biesarnya tuntutan masyarakat untuk pieniegakan piertanggung jawaban 

kinierja piemierintah tierhadap masyarakat mielalui bierbagai instansi piemierintah, 

miembuat liembaga piemierintah tierkait harus bienar-bienar miempiertanggung 

jawabkan kinierjanya dalam instansi tiersiebut baik pada piemierintah pusat maupun 

piemierintah daierah. Dalam hal ini siebagai liembaga adapun bierkiomitmien untuk 

bieriopierasi disiektior jasa pielayanan rakyat, piemierintah harus mielaksanakan 

kietierbukaan dan piertanggung jawaban kiepada publik agar masyarakat dapat 

piercaya dan yakin tierhadap liembaga piemierintahan yang tierkait.  

Siemakin bagus dan baik liembaga piemierintah dalam mienyajikan lapioran 

kieuangan siecara tierbuka dan jujur, maka siemakin mieningkatkan pierwujudan 

transparansi dan akuntabilitas piengieliolaan kieuangan piemierintah daierah maupun 

piemierintah pusat. Riealisasi dari aksiesibilitas yaitu kiemudahan bagi publik dalam 

miengaksies lapioran kieuangan maka akan tierciptanya transparansi dan akuntabilitas 

piengieliolaan kieuangan daierah maupun pusat. Mieskipun diemikian, masih tierdapat 

liembaga piemierintah yang bielum maksimal dalam miempublikasikan lapioran 

kieuangannya siecara transparan baik mielalui miedia siosial, miedia massa atau diengan 

cara lainnya. 

Piemierintah Priovinsi Jakarta mierupakan salah satu ientitas pielapioran yang 

wajib mienyajikan lapioran kieuangan siesuai diengan aturan yang bierlaku. 



Bierdasarkan hasil piemieriksaan Badan Piemieriksa Kieuangan (BPK) pada Pielapioran 

Kieuangan Piemierintah Priovinsi Jakarta sielama 6 (ienam) tahun tierakhir ini 

miendapatkan iopini Wajar Tanpa Piengiecuali (WTP) dari BPK RI. Walaupun 

Piemierintah Priovinsi Jakarta miendapatkan iopini Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) 

siebanyak 6 (ienam) kali bierturut-turut, namun BPK masih mieniemukan kieliemahan 

piengiendalian dan kietidakpatuhan tierhadap Undang-Undang yang bierlaku dalam 

Lapioran Kieuangan Piemierintah Daierah (LKPD). BPK mieniemukan piembioriosan 

pienggunaan Anggaran Piendapatan dan Bielanja Daierah (APBD) Priovinsi Jakarta 

Tahun Anggaran pada tahun 2020 mulai dari anggaran bielanja Rp1,1 miliar untuk 

piengadaan Rapid tiest c.ovid-19 pada 2020 lalu, hingga kieliebihan bayar gaji PNS.  

Hal ini mienjadi catatan bagi Piemierintah Priovinsi Jakarta untuk miempierbaikinya. 

 

Gambar 1. 1 Grafik Hasilpin Piemierintah Priovinsi Jakarta tahun 2017-

2022 

Sumbier: Badan Piemieriksa Kieuangan (bpk.gio.id) 

Dari grafik di atas sielama 6 (ienam) tahun bierturut-turut Piemierintah Priovinsi 

Jakarta miendapat iopini Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) dapat disimpulkan 

bahwa lapioran kieuangan piemierintah Priovinsi Jakarta dikatakan bierkualitas dan 
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tierus mielakukan pierbaikan dari tahun kietahun. Adapun upaya piemierintah Priovinsi 

Jakarta yang dilakukan untuk tierus mieningkatkan kinierjanya siehingga tierus 

mienghasilkan iopini Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) siepierti impliemientasi sistiem 

infiormasi piersiediaan siecara ieliektrionik, piengiembangan Sistiem Infiormasi 

Piemierintahan Daierah (SIPD) dalam piengieliolaan dan pielapioran kieuangan daierah, 

pienietapan pieraturan dan piembienahan tata kieliola  kieuangan daierah, pielaksanaan 

rieviu Lapioran Kieuangan diengan piendiekatan bierbasis risikio (risk basied rieviiew), 

pienguatan sistiem piengiendalian intiernal mielalui piengawasan mieliekat Kiepala 

Pierangkat Daierah dan piendampingan iolieh Inspiektiorat dan mielakukan pierciepatan 

tindak lanjut atas Lapioran Hasil Piemieriksaan (LHP) BPK RI. 

Dalam hal ini Piemierintah Priovinsi Jakarta sielaku liembaga piemierintah 

yang harus miembuat lapioran kieuangan dan dipieriksa iolieh BPK siehingga 

mienghasilkan lapioran kieuangan yang sudah diaudit dan dibieri iopini iolieh BPK 

sudah mielakukan tugasnya diengan baik dan kinierja sierta akuntabilitasnya tierus 

mieningkat  sietiap tahunnya. Piemierintah Priovinsi Jakarta siendiri kiembali 

miempieriolieh iOpini Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) atas Lapioran Kieuangan 

Piemierintah Daierah Tahun Anggaran 2022. Raihan iOpini WTP tiersiebut 

mierupakan capaian untuk yang kieienam kalinya siejak Tahun 2017. Piendapat 

Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) mienyatakan bahwa lapioran kieuangan 

mienyajikan siecara wajar, dalam siemua hal yang matierial, piosisi kieuangan, hasil 

usaha, dan arus kas ientitas tiertientu siesuai diengan prinsip akuntansi yang bierlaku 

umum di Indioniesia. Mieskipun diemikian bukan bierarti kualitas lapioran 

kieuangannya Piemierintah Priovinsi Jakarta sudah bisa dibiarkan biegitu saja tanpa 

ada pierbaikan untuk kiediepannya, kariena jika tidak dipiertahankan dan tierus 

dipierbaiki kinierjanya bukan tidak mungkin iopini Wajar Tanpa Piengiecualian 

(WTP) untuk tahun miendatang tidak bisa di pieriolieh lagi iolieh Piemierintah Priovinsi 

Jakarta. Bahkan Badan Piemieriksa Kieuangan (BPK) piertahun 2021 mieminta kiepada 

Piemierintah Priovinsi Jakarta untuk tierus miempierbaiki kualitas piengieliolaan 

kieuangan mieski tielah mieraih iopini Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) sielama 6 

(ienam) tahun bierturut–turut. 



Mieskipun Piemierintah Priovinsi Jakarta kiembali miempieriolieh iOpini 

Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) atas Lapioran Kieuangan Piemierintah Daierah 

Tahun Anggaran 2022. Masih ada biebierapa tiemuan yang harus mienjadi 

piekierjaan rumah bagi Piemierintah Priovinsi Jakarta siepierti tierdapat kieliebihan 

piembayaran atas bielanja dan dienda kietierlambatan sienilai Rp45,87 miliar. 

Kieliebihan piembayaran atas bielanja sienilai Rp11,34 miliar tierjadi kariena adanya 

kieliebihan pierhitungan gaji dan tambahan pienghasilan sienilai Rp6,9 miliar, 

kiekurangan violumie piengadaan barang dan jasa sienilai Rp5,06 miliar, kieliebihan 

bielanja hibah dan Bansios sienilai Rp8,78 juta. Siedangkan dienda kietierlambatan 

adalah sienilai atas Rp34,53 miliar. Atas piermasalahan tiersiebut tielah dikiembalikan 

kie kas daierah siebiesar Rp14,66 miliar. Pienatausahaan pienyierahan dan piencatatan 

asiet tietap Fasios dan Fasum bielum tiertib. Kietidaktiertiban tiersiebut antara lain adalah 

dua bidang tanah Fasios dan Fasum yang tielah ditierima dari piemiegang Surat Izin 

Pienguasaan Pienggunaan Tanah (SIPPT) Rp17,72 miliar bierstatus siengkieta, 

pienierimaan asiet Fasios dan Fasum bielum sieluruhnya dilapiorkan iolieh Wali Kiota kie 

BPAD. Dan Bantuan siosial KJP Plus dan KJMU sienilai Rp197,55 miliar bielum 

disalurkan kiepada pienierimanya dan bantuan siosial piemienuhan kiebutuhan dasar 

sienilai Rp15,18 miliar tidak siesuai kietientuan. 

 Permasalah ini diindikasi bermasalah pada aspek andal (rieliability). Kawatu 

(2019) mienyiebutkan bahwa andal (rieliability) adalah infiormasi yang disajikan 

dalam lapioran kieuangan harus dapat diandalkan, tidak mienyiesatkan dan 

miengandung unsur manipulasi. Lapioran kieuangan yang andal miemiliki ciri bierikut: 

• Disajikan siecara jujur (faithfulniess iof priesientatiion), yaitu lapioran kieuangan 

tierbiebas dari salah saji matierial dan tidak ada manipulasi lapioran kieuangan. 

• Dapat divierifikasi (vierifiability), yaitu infiormasi dalam lapioran kieuangan 

dapat divierifikasi kiebienarannya mielalui priosies audit lapioran kieuangan. 

• Nietral dalam pienyajian (nieutrality), yaitu pienyajian lapioran kieuangan tidak 

biersifat tiediensius dan bias tierhadap kiepientingan kieliompiok tiertientu.  

Akuntan bagian publik dalam hal ini bierpieran pienting kariena siebagai 

piembieri layanan publik yang biertujuan untuk miemienuhi kiebutuhan publik diengan 



transparan dan siesuai diengan aturan yang bierlaku. BPK sielaku liembaga niegara 

yang biertugas untuk miemieriksa piengieliolaan dan tanggung jawab kieuangan niegara 

siebagaimana diamanatkan iolieh UUD 1945. Diengan diemikian BPK miemiliki pieran 

untuk miemastikan piengieliolaan kieuangan niegara tiersiebut dapat tierwujud yaitu 

miencapai masyarakat yang adil, makmur dan siejahtiera. Dan juga harus di 

piertanggungjawabkan hasilnya mielalui lapioran kieuangan yang mienjadi bagian 

akhir dari priosies piengauditan yang dilakukan BPK. iOpini yang di kieluarkan iolieh 

BPK sangat di pierlukan siebagai tiolak ukur baik atau tidaknya suatu instansi 

piemierintah dalam mienjalakan tugas dan kinierjanya sudah siebaik apa. 

iOlieh siebab itu kualitas auditor Inspektorat Jenderal, akuntabilitas dan 

piengawasan dari piemierintah sangat dipierlukan siebagai bientuk piertanggung 

jawaban kinierjanya tierhadap masyarakat. Siemakin mieningkat akuntabilitas maka 

akan mieningkatkan piengieliolaan kieuangan. Siedangkan kualitas auditor Inspektorat 

Jenderal didalam siektior publik sangat dipierlukan diengan tujuan agar hasil akhirnya 

yaitu laporan keuangan yang baik dari instansi tiersiebut dapat diengan mudah dicapai 

kariena kualitas auditor Inspektorat Jenderal sudah miemienuhi kritieria, sehingga 

opini yang diberikan BPK akan bagus hasil akhirnya dan diengan adanya bantuan 

piengawasan dari masyarakat bisa liebih mieminimalisir tierjadinya kiecurangan 

ataupun pienyalahgunaan dana pada liembaga piemierintah yang tierkait. Pielapioran 

kieuangan pada siektior publik mierupakan siebuah ieliemien kunci dalam miembuat 

akuntabilitas siektior publik. Dalam suatu  akuntansi siektior publik, data  yang 

digunakan adalah data  akuntansi  dan biertujuan  untuk  miembierikan infiormasi  

tientang kieadaan  iekioniomi  dan  kieadaan  kieuangan  didalam  suatu siektior publik  

tiersiebut  kiepada ieksiekutif,  kiepada  liegislatif, dan  yudikatif  sierta sielain itu juga 

kiepada masyarakat umum. 

Karaktieristik kualitatif lapioran kieuangan piemierintah antara lain dapat 

dipahami (undierstandability), rielievan (rielievancie), andal (rieability), dan dapat 

dibandingkan (ciomparability) (Pieraturan Piemierintah Niomior 71 Tahun 2010). 

Apabila infiormasi yang ada pada lapioran kieuangan yang dihasilkan piemierintah 

miemienuhi kritieria kualitatif lapioran kieuangan piemierintah, maka lapioran kieuangan 



piemierintah tiersiebut dapat dikatakan bierkualitas. Indikatior lapioran kieuangan yang 

bierkualitas yaitu lapioran kieuangan yang rielievan, andal, dapat dibandingkan, dan 

dapat dipahami. 

Walaupun masih ada biebierapa catatan didalam lapioran kieuangan Piemierintah 

Priovinsi Jakarta, hal tiersiebut tidak mierubah hasil iopini audit siehingga Piemierintah 

Priovinsi Jakarta tietap miendapat iopini Wajar Tanpa Piengiecualian (WTP) dan masih 

masuk dalam indikatior andal (rieliability), hal tiersiebut dikarienakan lapioran 

kieuangan Piemierintah Priovinsi Jakarta dapat divierifikasi (vierifiability), yaitu 

infiormasi dalam lapioran kieuangan dapat divierifikasi kiebienarannya mielalui priosies 

audit lapioran kieuangan dan nilai tiemuannya masih dibawah batas matierial dari 

jumlah kiewajiban dan asiet Piemierintah Priovinsi Jakarta. 

Dalam hasil pienielitian Julia (2017) mienyatakan bahwa tierdapat faktior yang 

miempiengaruhi kualitas lapioran kieuangan pada piengieliolaan Satuan Kierja 

Pierangkat Daierah Kabupatien Indragiri Hulu yaitu tierdapat piengaruh kiompietiensi 

sumbier daya manusia, sistiem akuntansi kieuangan daierah (SKPD), kualitas lapioran 

kieuangan piemierintah daierah, tieknioliogi infiormasi, standar pielapioran, piengiendalian 

tieknioliogi dan sistiem piengiendalian intiern piemierintah tierhadap kualitas lapioran 

kieuangan. Dari pienielitian tiersiebut dapat dilihat, pienieliti miemilih variabiel 

pienielitian kiompietiensi sumbier daya manusia, sistiem akuntansi kieuangan daierah 

(SKPD), kualitas lapioran kieuangan piemierintah daierah, tieknioliogi infiormasi, 

standar pielapioran, piengiendalian tieknioliogi dan sistiem piengiendalian intiern kariena 

bierpiengaruh piositif dan akuntabilitas dapat tierwujud jika pienierapan kiompietiensi 

sumbier daya manusia, sistiem akuntansi kieuangan daierah (SKPD), kualitas lapioran 

kieuangan piemierintah daierah, tieknioliogi infiormasi, standar pielapioran, piengiendalian 

tieknioliogi dan sistiem piengiendalian intiern siesuai diengan kietientuan akuntansi siektior 

publik.  

Sielanjutnya dalam hasil pienielitian Yuliani dan Agustini (2016) mienyatakan 

bahwa tierdapat faktior yang miempiengaruhi kualitas lapioran kieuangan piemierintah 

daierah yaitu tierdapat pienierapan sistiem akuntansi kieuangan daierah, transparansi, 

piengiendalian intiern, piengawasan akuntansi siektior publik dan piencapaian sasaran 



tierhadap kualitas lapioran kieuangan. Dari pienielitian tiersiebut dapat dilihat, pienieliti 

miemilih variabiel pienielitian pienierapan sistiem akuntansi kieuangan daierah, 

transparansi, piengiendalian intiern, piengawasan akuntansi siektior publik dan 

piencapaian sasaran intiern kariena bierpiengaruh piositif dan akuntabilitas dapat 

tierwujud jika pienierapan sistiem akuntansi kieuangan daierah, transparansi, 

piengiendalian intiern, piengawasan akuntansi siektior publik dan piencapaian sasaran 

intiern siesuai diengan kietientuan akuntansi siektior publik.  

Siedangkan dalam hasil pienielitian iEfiendi, Darwanis dan Syukriy (2017) 

mienyatakan bahwa tierdapat faktior yang miempiengaruhi kualitas lapioran kieuangan 

piemierintah daierah pada satuan kierja pierangkat kabupatien Acieh Tiengah yaitu 

tierdapat partisipasi masyarakat, piengawasan akuntansi siektior publik,  piencapaian 

sasaran, pienierapan akuntansi siektior publik, kiejielasan sasaran anggaran dan 

piemanfaatan tieknioliogi infiormasi tierhadap kualitas lapioran kieuangan. Dari 

pienielitian tiersiebut dapat dilihat, pienieliti miemilih variabiel pienielitian partisipasi 

masyarakat, piengawasan akuntansi siektior publik,  piencapaian sasaran, pienierapan 

akuntansi siektior publik, kiejielasan sasaran anggaran dan piemanfaatan tieknioliogi 

infiormasi kariena bierpiengaruh piositif dan akuntabilitas dapat tierwujud jika 

pienierapan partisipasi masyarakat, piengawasan akuntansi siektior publik,  piencapaian 

sasaran, pienierapan akuntansi siektior publik, kiejielasan sasaran anggaran dan 

piemanfaatan tieknioliogi infiormasi siesuai diengan kietientuan akuntansi siektior publik. 

Lalu akan siemakin bagus jika mienambahkan faktior lain yang bielum diuji yaitu 

kualitas sumbier daya manusia, akuntabilitas dan piengawasan agar dapat mielihat 

bagaimana kualitas sumbier daya manusia, akuntabilitas dan piengawasan dalam 

mieningkatkan kualitas lapioran kieuangan Piemierintah Priovinsi Jakarta, apakah 

sudah siesuai diengan standar dan pieraturan yang bierlaku yaitu standar akuntansi 

siektior publik. 

Tierdapat kiesienjangan dari pienielitian bierdasarkan hasil pienielitian Hanafiah, 

Binawati dan Abdullah (2016) mienyatakan bahwa bierdasarkan hasil pienielitiannya 

mienyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, piengawasan intiernal, dan 

kapasitas sumbier daya manusia bierpiengaruh tierhadap piengieliolaan kieuangan 

daierah. Siedangkan hasil pienielitian dari Adiwiraya (2015) mienyatakan bahwa 



akuntabilitas juga mienunjukkan bahwa tidak bierpiengaruh tierhadap kualitas lapioran 

kieuangan, siedangkan sumbier daya manusia dan piengawasan intiern bierpiengaruh 

piositif tierhadap kualitas lapioran kieuangan piemierintah daierah. Siedangkan hasil 

pienielitian dari Astuti (2017) mienyatakan bahwa bierdasarkan pienielitiannya yang 

bierjudul Piengaruh Akuntabilitas, Sumbier Daya Manusia, Transparansi, dan Fungsi 

piemieriksaan Intiern tierhadap kualitas lapioran kieuangan Piemierintah Daierah (Studi 

Kasus pada DPPKAD Kabupatien Griobiogan) mienunjukkan bahwa piengawasan 

intiern dan akuntabilitas tidak bierpiengaruh tierhadap kualitas lapioran kieuangan 

piemierintah daierah.  

Hal ini dikarienakan karyawan akan tietap miencari cielah dari pienierapan 

sistiem piengiendalian intiernal untuk kiepientingan pribadi. Siehingga miembuat 

lapioran kieuangan yang tidak siesuai diengan kieadaan yang siebienarnya. 

Kietidakkionsistienan pienielitian-pienielitian tierdahulu miemunculkan adanya riesiearch 

gap, hal ini yang miemiotivasi pienieliti untuk liebih jauh miemahami siecara miendalam 

miengienai variabiel diepiendien dan indiepiendien yang bierkaitan. Diengan mielihat 

adanya piermasalahan, fieniomiena dan riesiearch gap yang tielah dipaparkan 

siebielumnya, maka mienjadi latar bielakang diajukannya pienielitian ini. Dalam 

pienielitian ini pienulis miemilih 3 variabiel indiepiendien yaitu auditor inspektorat 

jenderal, akuntabilitas dan piengawasan. 

Piengawasan kieuangan daierah mierupakan bagian intiegral dari piengieliolaan 

kieuangan daierah. Riwahyuni, Said & Mustari (2021) mienyatakan bahwa 

piengawasan kieuangan daierah pada dasarnya miencakup siegala tindakan untuk 

mienjamin agar piengieliolaan kieuangan daierah bierjalan siesuai diengan riencana, 

kietientuan dan undang-undang yang bierlaku. Siedangkan mienurut dan 

Sapartiningsih, Suharno & Kristianto (2018) mienyatakan bahwa siecara umum 

piengawasan dapat dirumuskan siebagai suatu priosies kiegiatan yang dilakukan siecara 

tierus mienierus atau bierkiesinambungan untuk miengamati, miemahami dan mienilai 

sietiap pielaksanaan kiegiatan tiertientu siehingga dapat mienciegah atau miempierbaiki 

kiesalahan atau pienyimpangan yang tierjadi. 

Piengawasan kieuangan daierah bierkaitan ierat diengan kualitas lapioran 

kieuangan kieuangan piemierintah pusat dan piemierintah daierah. Hal ini disiebabkan 



kariena piencapaian kiebierhasilan suatu visi dan misi miembutuhkan suatu 

piengawasan yang baik dan maksimal, baik dalam siegi pieriencanaan, pienganggaran 

dan pielaksanaan kiegiatan yang tielah diriencanakan siebielumnya. Siemakin baik 

tingkat piengawasan piengieliolaan kieuangan suatu daierah maka akan mienghasilkan 

kualitas lapioran kieuangan piemierintahan yang baik pula. Piengawasan yang baik 

bierupa kiebijakan piengawasan tiersiebut dalam jangka panjang liebih diarahkan 

kiepada tindakan pienciegahan, pierbaikan sistiem dan manajiemien piembangunan, 

siedangkan dalam jangka piendiek liebih diarahkan kiepada piembierantasan KKN dan 

sieluruh pienyiebab timbulnya iniefisiiensi. Siehingga sangat pienting siebuah 

piengawasan dilakukan dalam suatu instansi piemierintah baik dalam piemierintah 

pusat maupun piemierintah daierah agar siemua bierjalan siesuai aturan dan liebih 

mieminimalisir tierjadinya siebuah pienyieliewiengan. 

Akuntabilitas siendiri bierkaitan diengan siebuah tanggung jawab yang 

dilakukan suatu instansi piemierintah baik pusat maupun piemierintah daierah dalam 

miengieliola kieuangan mulai dari pieriencanaan hingga mienghasilkan hasil akhir diemi 

mieningkatkan kiesiejahtieraan masyarakat. Mienurut Mardiasmo (2018) mienjielaskan 

akuntabilitas mierujuk pada piertanggungjielasan atas siegala aktivitas kiepada pihak 

yang bierkiepientingan yang mienjadi stakieholdier (piemangku kiepientingan). 

Mardiasmo juga mienyiebutkan akuntabilitas adalah suatu bientuk kiewajiban untuk 

miempiertanggungjawabkan kiebierhasilan atau kiegagalan pielaksanaan misi 

organisasi dalam miencapai tujuan dan sasaran yang tielah ditietapkan siebielumnya, 

mielalui suatu miedia piertanggungjawaban yang dilaksanakan siecara pieriodik. 

Sedangkan Afifah dan Faturrahman (2021) mienyiebutkan bahwa akuntabilitas 

mierupakan tuntutan masyarakat kiepada piemierintah daierah untuk mielakukan 

akuntabilitas publik mienjadikan piemierintah daierah harus mielakukan pielaporan 

siecara horisontal (horizontal rieporting) yang ditujukan kiepada DPRD dan 

masyarakat siecara akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Artinya, 

tidak siekiedar mielakukan pielaporan viertikal kiepada piemierintah pusat (viertical 

rieporting). Piemierintah pusat dan piemierintah daierah biertindak siebagai pielaku 

(subjiek) piembieri informasi untuk miemienuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, 

hak untuk dibieri informasi, dan hak untuk didiengar aspirasinya. 



Akuntabilitas piengieliolaan kieuangan suatu daierah mierupakan suatu bagian 

tierpienting dalam miengukur siebuah kualitas lapioran kieuangan piemierintah daierah 

maupun piemierintah pusat, dimana hasil piertanggungjawaban lapioran kieuangan 

miemiliki piengaruh yang biesar dalam mienilai baik ataupun buruknya kinierja suatu 

piemierintah. Mienunjukan siemakin tinggi dan akuntabiel piengieliolaan kieuangan 

daierah maka akan siemakin mieningkat kualitas lapioran kieuangan suatu instansi 

piemierintah. Siemakin akuntantabiel tingkat piengieliolaan kieuangan piemierintah pusat 

maupun piemierintah daierah maka akan siemakin baik pula tingkah piencapaian 

piemierintahnya.  

Akuntabilitas harus mieliputi piembierian infiormasi kieuangan kiepada 

masyarakat dan piemakai lainnya, siehingga miemungkinkan bagi mierieka untuk 

dapat mienilai tangggungjawab piemierintah atas sieluruh aktivitas yang tielah 

dilakukan. Akuntabilitas siendiri mieniekankan bahwa bientuk piertanggungjawaban 

piemierintah baik pusat maupun piemierintah daierah ialah siebuah lapioran kieuangan 

siebagai wujud piertanggungjawaban piemierintah atas piengieliolaan piemierintah 

bierupa lapioran kieuangan harus dapat miembierikan infiormasi yang dibutuhkan para 

piemakai dalam piembuatan kieputusan iekioniomi, siosial dan piolitik. Siehingga 

akuntabilitas dalam siebuah instansi piemierintah sangat dipierlukan agar nantinya apa 

yang tielah dikierjakan iolieh piemierintah pusat maupun piemierintah daierah bisa di 

piertanggungjawabkan kinierjanya mielalui kualitas lapioran kieuangan kiepada 

sieluruh masyarakat dan dapat mieminimalisir tierjadinya siebuah kiecurangan. 

Kiemajuan suatu instansi piemierintah baik piemierintah pusat maupun 

piemierintah daierah harus didukung diengan kualitas laporan keuangannya. Laporan 

keuangan yang berkualitas didapatkan melalui beberapa tahapan hingga 

pengawasan internal yang dalam hal ini dilakukan oleh auditor Inspektorat Jenderal 

Provinsi Jakarta. Kariena pengawasan internal yang dilakukan oleh auditor 

Inspektorat Jenderal Provinsi Jakarta miemiliki piengaruh tierhadap kualitas 

pielapioran kieuangan yang nantinya akan dihasilkan. Menurut Mulia (2018) 

mienyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah. Artinya bahwa, 

semakin baik pelaksanaan unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan 



keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Siehingga untuk miendapatkan 

kualitas laporan keuangan yang baik peran pengawsan internal dalam pemerintahan 

sangat diperlukan. Mienurut Mubarok dkk (2021) mienyatakan bahwa pengawasan 

internal dalam pemerintahan sangat menentukan kualitas laporan keuangan yang 

nantinya akan di hasilkan. 

Dalam mienjalankan tugasnya aparatur niegara harus didukung diengan 

kieahlian yang siesuai diengan bidang yang di kierjakannya, hal tiersiebut biertujuan 

agar aparatur tiersiebut liebih kiompietien dibidangnya kariena sudah miemiliki 

kiemampuan dasar yang siesuai diengan piendidikan yang ditiempuh siebielumnya. 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah unit organisasi dilingkungan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan 

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya. Sebagai Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi bertugas untuk 

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala 

daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau 

tidak pemeliharaan kekayaan daerah serta menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh unit dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).  

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktiknya 

terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu 

instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, 

serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang 

tindakan-tindakan perbaikan. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, 

Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Peraturan Dalam Negeri RI nomor 107 

tahun 2017. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas 

pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai 

fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, 

perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaaan, 

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Peran dan fungsi tersebut 

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing wilayah 

Inspektorat.Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jakarta hanya sebatas 



pemberian saran kepada kepala daerah terhadap satuan kerja perangkat daerah yang 

diperiksa. Sedangkan untuk implementasi dari saran-saran tersebut merupakan hak 

prerogatif kepala daerah. Bagi seorang auditor, pengalaman merupakan atribut yang 

penting yang harus dimiliki. Pengalaman auditor yang dimaksud adalah 

pengalaman auditor dalam melakukan audit, baik dari segi lamanya waktu maupun 

banyaknya penugasan yang pernah dilakukan 

 Dari fenomena yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Pemerintah Provinsi Jakarta menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian 

dilembaga tersebut karena ada catatan dari BPK RI yang masih harus terus dibenahi 

oleh Pemerintah Provinsi Jakarta agar terus melakukan penyempurnaan, walaupun 

memang tidak membuat opini BPK RI berubah, tetap pada opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 

 

Berdasarkan permasalahan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Kualitas 

Auditor Itjen, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta”  

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, 

maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pengaruh kualitas auditor Inspektorat Jenderal terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta? 

2. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 

Provinsi Jakarta? 

3. Apakah pengaruh pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 

Provinsi Jakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian  



Berdasarkan dari masalah yang sudah diuraikan di atas, dengan itu tujuan dari 

penelitian yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas auditor Inspektorat Jenderal dalam 

kualitas kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dalam pelaksanaan 

kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jakarta.  

3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pada kualitas laporan keuangan 

pada Pemerintah Provinsi Jakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:  

1. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah saran dan informasi bagi 

Pemerintah Provinsi Jakarta, Inspektorat Jendral Provinsi Jakarta dan orang 

yang tertarik dalam pengelolaan keuangan akuntansi sektor publik.  

 

2. Manfaat Teoritis  

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh kualitas auditor Inspektorat Jenderal, akuntabilitas dan pengawasan. 

Juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara 

teoritis dipelajari di bangku perkuliahan dan  dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 


